Bent uk: UNDANG- UNDANG ( W)

a eh: PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

Nonor : 2 TAHUN 1983 (2/1983)

Tanggal : 28 PEBRUARI 1983 (JAKARTA)

Sunber : LN 1983/8; TLN NO 3249

Tent ang: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN

1983/ 1984
DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presi den Republik I ndonesi a,

Meni mbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara untuk Tahun Anggaran
1983/ 1984 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

b. bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun
kel i ma, dalam rangka pel aksanaan Rencana Penbangunan Lima Tahun
11, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1983/ 1984 nengi kuti prioritas nasional sebagai mana ditetapkan di
dal am Pola Umum PELI TA Ketiga Ketetapan Mjelis Pernusyawaratan
Rakyat Nonmor |V/ MPR/ 1978 tentang Gari s-garis Besar Hal uan Negar a:

C. bahwa Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara Tahun Anggaran 1983/
1984 adal ah rencana kerja Penerintah, khususnya pel aksanaan tahun
kel i ma rencana tahunan Permbangunan Lima Tahun [11;

d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara Tahun Anggaran 1983/
1984 di sanping nenelihara dan neneruskan hasil-hasil yang tel ah
di capai dalam PELITA | dan PELITA 11, juga neletakkan |andasan-
| andasan baru bagi usaha-usaha penmbangunan sel anj ut nya;

e. bahwa untuk | ebi h nmenjaga kel angsungan jal annya penbangunan, maka
sal do- anggaran-1ebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada
anggar an pemnbangunan Tahun Anggaran 1983/1984 perlu diatur dal am
Undang- undang;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Mjelis Permusyawaratan Rakyat Nonor | VI MPR/ 1978
tentang Garis-garis Besar Hal uan Negar a;

3. Ketetapan Majelis Pernmusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/ 1978

tentang Pelinpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/ Mandataris
Maj el is Pernmusyawaratan Rakyat dalam rangka Pengsuksesan dan
Penganmanan Penbangunan Nasi onal



I ndi sche Conptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nonor 448)
sebagai mana telah beberapa kali diubah dan ditanbah, terakhir
dengan Undang-undang Normor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7
I ndi sche Conptabiliteitswet (Lenmbaran Negara Tahun 1968 Nonor
53);

Dengan per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A

VEMUTUSKAN :

Menet apkan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

UNDANG- UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1983/ 1984.

Pasal 1

Pendapat an Negara Tahun Anggaran 1983/1984 di perol eh dari
a. Sunber - sunber Anggaran Rutin
b. Sunber - sunber Anggar an Penbangunan

Pendapatan Rutin sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
Pasal ini nenurut perkiraan berjum ah Rp 13.823.600.000. 000, 00.

Pendapat an Penbangunan sebagai mana di maksud dal am ayat (1) huruf
b Pasal ini menurut perkiraan berjum ah Rp. 2.741.750. 000. 000, 00.

Jum ah sel uruh pendapatan Negara Tahun Anggaran 1983/ 1984 nenurut
per ki raan berjum ah Rp. 16.565350. 000. 000, 00.

Perinci an pendapat an sebagai mana di maksud dal am ayat (2) dan ayat
(3) Pasal ini berturut-turut dinuat dalam Lanpiran | dan |II
Undang- undang i ni .

Pasal 2

Anggar an Bel anja Tahun Anggaran 1983/1984 terdiri atas
a. Anggar an Bel anja Rutin;
b. Anggar an Bel anj a Penbangunan

Anggaran Bel anja Rutin sebagai mana di maksud dal am ayat (1) huruf
a Pasal i ni nmenur ut per ki raan berjun ah Rp
7.275. 100. 000. 000, 00.

Anggar an Bel anj a Penbangunan sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
hur uf b Pasal i ni menur ut per ki raan berjum ah Rp.
9. 290. 250. 000. 000, 00.

Jum ah sel uruh Anggaran Bel anja Negara Tahun Anggaran 1983/1984
menur ut perkiraan berjum ah Rp 16.565. 350. 000. 000, 00.
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(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Perinci an pengel uaran sebagai mana di maksud dalam ayat (2) dan
ayat (3) Pasal ini berturut-turut dinuat dalam Lanpiran |1l dan
I V Undang- undang ini.

Perincian dal am Lanpiran |11 sebagai mnana di maksud dal am ayat (5)
Pasal ini memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian |ebih
| anj ut sanpai pada kegi atan ditentukan dengan Keputusan Presiden.

Perincian dalam Lanpiran |V sebagai nana dinaksud dalam ayat
(5)Pasal ini nmemuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian
[ ebih | anjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan
Keput usan Presi den.

Pasal 3

Pada pertengahan Tahun Anggaran di buat | aporan realisasi nengena
a. Anggar an Pendapat an Ruti n;

b. Anggar an Pendapat an Pemnbangunan

C. Anggaran Bel anja Rutin

d. Anggar an Bel anj a Penbangunan

Pada pertengahan Tahun Anggaran di buat |aporan realisasi nengena

a. Kebi j aksanaan Perkreditan
b. Per kenbangan Lal u-1intas Penbayaran Luar Negeri .

Dal am | aporan sebagai mana di neksud dal am ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini disusun prognosa untuk 6 (enan) bul an beri kut nya.

Laporan sebagai mana di maksud dal am ayat (1) dan ayat (2) Pasa
ini dibahas bersama oleh Penerintah dengan Dewan Perwakil an
Rakyat .

Penyesuai an Anggar an dengan per kenbangan/ per ubahan keadaan
di bahas bersama ol eh Penerintah dengan Dewan Perwakil an Rakyat .

Pasal 4

Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Bel anja Penbangunan
Tahun Anggaran 1983/1984 vyang pada akhir Tahun Anggaran
nmenunj ukkan sisa, dengan Peraturan Penerintah dipi ndahkan kepada
Tahun Anggaran 1984/1985, dengan nenanbahkannya kepada Kredit
anggar an Tahun Anggaran 1984/ 1985.

Sal do- anggar an- | ebi h Tahun Anggaran 1983/1984 ditanbahkan kepada
anggaran Tahun Anggaran 1984/1985 dan di pergunakan untuk
menbi ayai Anggaran Bel anj a Penbangunan Tahun Anggaran 1984/ 1985.

Peraturan Penerintah sebagai mana di maksud dalam ayat (1) Pasa
i ni menyat akan pula, bahwa sisa kredit anggaran yang ditanbahkan
itu di kurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1983/ 1984.

Sisa kredit anggaran sebagai mana di maksud dal am ayat (1) Pasal
ini sebelum ditanmbahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara Tahun Anggaran 1984/1985 terlebih dahulu diperiksa dan
di nyat akan kebenarannya ol eh Menteri Keuangan

(5) Peraturan Penerintah sebagai mana di maksud dalam ayat (1) Pasa
i ni di sanpai kan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan
Peneri ksa Keuangan sel anbat -1 anbat nya pada akhir triwil an | Tahun
Anggar an 1984/ 1985.

Pasal 5

Sel anbat - | anbat nya pada akhir Tahun Anggaran 1983/1984 ol eh Penerintah
di aj ukan Rancangan Undang-undang tentang Tanbahan dan Perubahan atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984
ber dasar kan t anmbahan dan per ubahan sebagai hasi | penyesuai an
sebagai mana di maksud dal am ayat (5) Pasal 3 Undang-undang ini untuk
nmendapat kan per set uj uan Dewan Perwakil an Rakyat .

Pasal 6

(1) Setel ah Tahun Anggaran 1983/1984 berakhir dibuat perhitungan
anggar an nengenai pel aksanaan anggaran yang ber sangkut an

(2) Per hi tungan Anggaran Negara sebagai mana dinaksud dalam ayat
(1) Pasal ini setelah diperiksa oleh Badan Peneriksa Keuangan
di sanpai kan ol eh Penerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sel anbat -l anbatnya 3 (tiga) tahun setelah Tahun Anggaran yang
ber sangkut an ber akhir

Pasal 7

Ket ent uan- ket entuan dalam Indische Conptabiliteitswet (Undang-undang
Per bendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi
Undangundang i ni di nyatakan tidak berl aku.

Pasal 8
Undang-undang i ni nul ai berlaku pada tanggal 1 April 1983.

Agar supaya setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a.

Di sahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1983
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

SOEHARTO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1983
MENTERI / SEKRETARI S NEGARA



REPUBLI K | NDONESI A,

SUDHARMONO, S. H.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 2 TAHUN 1983
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1983/ 1984

UMUM

Anggar an Pendapatan dan Bel anja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 adal ah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kelinma dalam rangka

Pel aksanaan REPELITA 111. Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara Tahun
Anggaran 1983/1984 nmengi kuti prioritas nasional sebagai mana ditetapkan
di dalam Pola Unmum Pelita Ketiga daripada Ketetapan Majelis

Per musyawar at an Rakyat Nonor |V/MPR/ 1978 tentang Garis-garis Besar
Hal uan Negara. Prioritas diletakkan pada penbangunan bidang ekonom
dengan titik berat pada penbangunan sektor pertanian nenuju swasenbada
pangan dengan meni ngkatkan sektor industri yang nengol ah bahan nentah
nenj adi bahan baku dan barang jadi dal am rangka nensei mbangkan st ruktur
ekonom | ndonesi a.

Mel al ui  pembangunan sektor ekonom seperti tersebut di atas, usaha
peni ngkat an dan perbai kan taraf hidup rakyat banyak diharapkan akan
dapat di wujudkan dalam rangka nmencapai sasaran-sasaran seperti yang
di t et apkan di dal am Gari s-garis Besar Hal uan Negara.

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, khususnya Pola Unum
Pelita Ketiga, kebijaksanaan dal am pel aksanaan penbangunan di dasarkan
kepada Trilogi Penbangunan, yakni pemnerataan penbangunan dan hasil -
hasi | nya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,
pertunbuhan ekonom yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang
sehat dan dinams. Pelaksanaan penerataan, pertunbuhan dan stabilitas
di | akukan secara serasi dengan |ebih nmenonjol kan segi penerataan yang
terut ama di wuj udkan el al ui Del apan Jal ur Permer at aan

Dal am pada itu, kebijaksanaan anggaran berinmbang yang dinam s terutana
di tuj ukan untuk menyesuai kan pengeluaran dengan penerinmaan sehingga
Tabungan Pemerintah dapat terhinpun dalam rangka tercapainya usaha
unt uk dapat nenbi ayai penmbangunan dengan kemampuan sendiri. Usaha untuk
itu antara lain dilakukan nel al ui peni ngkatan peneri maan dal am negeri,
terut anma peneri maan bukan m nyak.

Di bi dang pengel uar an, maka pengeluaran terutana ditujukan untuk
nenyel esai kan proyek-proyek dari tahun-tahun sebelumya, di sanping
nmenel i hara  hasil - hasil penmbangunan. Sel anjutnya diperlukan pula
pengel uaran untuk tugas umum Penerintahan yaitu untuk terus nenbina
aparatur dan administrasi negara agar |ebih manpu nel aksanakan tugas
yang ki an neni ngkat sesuai dengan per kenbangan pel aksanaan penbangunan



Adapun bantuan penbangunan kepada Desa, Daerah Tingkat |1 dan Daerah
Tingkat | serta bantuan penbangunan |ainnya, seperti pengenbangan
sarana kesehatan, penghijauan dan penghutanan kenbali tanah kritis,
di I anj ut kan sehingga secara keseluruhan dapat terus nenggerakkan dan
nmer at akan penbangunan daerah serta mengurangi tekanan pengangguran. Di
samping itu, terus pula dilaksanakan penbangunan di bidang pendidi kan,
serta bidang-bidang |ainnya agar tercapai keserasian dan kesel arasan
pertunbuhan ekononmi nasional dan daerah yang di harapkan dapat nenanbah
penyedi aan dan perluasan | apangan kerj a.

Sel anjutnya, agar biaya yang tersedia dapat dinmanfaatkan secara
maksi mal sesuai dengan Kkebijaksanaan anggaran, maka penggeseran antar
program dan antar kegiatan dalam anggaran belanja rutin serta antar
program dan antar proyek dal am anggaran bel anja penbangunan dil akukan
dengan persetujuan Presiden, sedangkan penggeseran antar sektor dan
antar sub sektor, baik dalam anggaran belanja rutin nmaupun dalam
anggar an bel anj a penmbangunan di | akukan dengan Undang- undang.

Dal am rangka kesinanbungan kegiatan penbangunan, nmaka sisa kredit
anggaran proyek-proyek pada anggaran penbangunan dan sal do-anggaran
| ebi h Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini ditanbahkan kepada
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Negara Tahun Anggaran 1984/ 1985.

Dengan nenper hati kan hal -hal tersebut di atas, naka Anggaran Pendapat an
dan Bel anja Negara Tahun Anggaran 1983/ 1984 di susun berdasarkan asunsi -
asumsi umum sebagai beri kut

a. bahwa keadaan ekonom |ndonesia nasih dipengaruhi oleh reses
ekonom dunia yang nenpengaruhi sektor perdagangan internasiona
dan sektor penerinaan negara;

b. bahwa kestabilan noneter serta terselenggaranya perkenbangan
harga ke arah yang | ebih mantap dapat dipertahankan dengan sel alu
di usahakan dal am j angkauan daya beli masyar akat.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as.

Pasal 2
Cukup j el as.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Masal ah kebijaksanaan kredit dan lalu lintas penbayaran |uar neger
sebagi an besar berada di sektor bukan Penerintah. Oeh sebab itu
penyusunan Kkebijaksanaan kredit dan divisa dalam bentuk dan art

seperti anggar an rutin dan anggaran penbangunan  sukar unt uk
di | aksanakan, sehingga untuk itu di buat dal am bent uk prognosa.
Ayat (3)

Cukup j el as.



Ayat (4)

Cukup j el as.
Ayat (5)
Cukup j el as.
Pasal 4
Cukup j el as.
Pasal 5
Pasal ini nmenentukan bahwa jika diperlukan Anggaran Pendapatan dan

Bel anja Negara Tambahan dan Perubahan, naka pengaj uannya kepada Dewan
Perwakil an Rakyat dilakukan sel anbat-lanbatnya pada akhir Tahun
Anggar an 1983/ 1984.

Pasal 6
Per hi t ungan Anggaran Negara di naksud dal am Pasal ini disanpai kan kepada
Dewan Perwakil an Rakyat dalam bentuk dan susunan yang ditetapkan ol eh
Penerintah dengan persetuj uan Badan Pereri ksa Keuangan.

Pasal 7
Cukup j el as.

Pasal 8
Cukup j el as.

CATATAN

Di dal am dokunen ini terdapat |anpiran dalamformat ganbar.

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1983
YANG TELAH DI CETAK ULANG



